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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangannya di Provinsi Aceh. Untuk 
melihat pertumbuhan dan ketimpangan ini digunakan data PDRB Aceh denganmenggunakan modelIndeks 
Williamson danTipologi Klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka koefisien ketimpangan 
pertumbuhan ekonomidi Provinsi Aceh mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya koefisien 
ketimpanganpendapatan perkapita dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Pengeluaran pemerintahdan jumlah 
penduduk berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan indek ketimpangan pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 51,09 persen variasi dari indek ketimpangan pendapatan dapat diterangkan 
oleh pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk, sedangkan 48,91 persen lagi dapat dijelaskan oleh faktor-
faktor lain di luar model ini. Hasil analisis indeks williamson menunjukkan di Kabupaten/kota mengalami 
ketimpangan yang sangat tinggi pada tahun 2008 dan terus tumbuh sehingga pada tahun 2014 ketimpangannya 
turun dibawah rata-rata meskipun masih berada di tingkat ketimpangan dengan indeks yang tinggi namun mampu 
menunjukkan pembangunan yang lebih baik, misalnya Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2008 mengalami 
ketimpangan yang sangat tinggi dengan koefisien ketimpangan 0,862 dan selanjutnya menurun pada tahun 2014 
dengan indeks ketimpangan (IW) dibawah rata-rata dengan koefisien ketimpangan 0,761. Untuk mengurangi 
tingkat ketimpangan antar wilayah di Provinsi Aceh di masa yang akan datang, Pemerintah Aceh perlu 
meningkatkan pengeluaran untuk belanja modal untuk kabupaten yang berada di wilayah Tengah dan Barat 
Selatan dan penciptaan lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi didaerah ini.  
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang Penelitian 
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi sepanjang 
waktu untuk meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi 
tersebut merupakan indikasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah 




merupakan sebuah proses dalam mencapai kemajuan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam konteks 
ini, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama dan khusus dalam upaya meningkatkan pertumbuhan 
perekonomian masyarakat pada umumnya. Masalah kesenjangan pembangunan selalu menjadi topik yang 
menarik dalam melihat kondisi pertumbuhan ekonomi daerahnya. Belum adanya kesepakatan diantara para 
peneliti mengenai sumber-sumber kesenjangan pertumbuhan ekonomi membuka peluang untuk terus 
dilakukannya penelitian dan studi yang lebih mendalam. Ini ditunjukkan dari banyaknya publikasi penelitian-
penelitian tentang kesenjangan pembangunan dan pertumbuhan regional yang telah dilakukan sampai saat ini. 
Demikian pula halnya studi tentang kesenjangan pembangunan regional di Provinsi Aceh. 
Pembangunan regional di Indonesia khususnya selama pelaksanaan Repelita di masa orde baru lebih 
dimaksudkan sebagai pembangunan daerah (local development). Tujuannya, dirumuskan dalam Garis-garis Besar 
Haluan Negara (GBHN), yaitu untuk (1) memelihara keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, 
(2) memelihara keseimbangan ekonomi antar wilayah dan mencegah kesenjangan antar daerah, (3) meningkatkan 
prakarsa daerah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan (4) memelihara keserasian pembangunan 
antara pusat-pusat kegiatan pembangunan di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan di sekitarnya (Jamal, 
2008:2) 
Menurut Sumodiningrat, pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu 
terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran 
yaitu meningkatnya konsumsi disebabkan meningkatnya pendapatan. Todaro mengungkapkan bahwa, 
pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur 
sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan 
ketidakmerataan, dan pemberatasan kemiskinan (Rezeki, 2007:1) 
Akselerasi pembangunan akan lebih cepat dicapai jika terdapat keseimbangan pembangunan antar-daerah. 
Percepatan ini dapat dijelaskan misalnya jika terjadi penambahan dana pembangunan, akan lebih membawa 
dampak peningkatan pendapatan masyarakat melalui angka pengganda pengeluaran yang sama setiap daerah, 
yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif merata dengan laju pertumbuhan 
yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini akan dapat menciptakan peluang kerja yang lebih besar dan tentunya 
akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bila ini tercapai maka beban daerah-daerah tertentu dapat dikurangi 
karena berkurangnya penduduk yang melakukan perpindahan dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perpindahan 
penduduk ini muncul sebagai akibat adanya ketimpangan pembangunan antar-daerah. Ada daerah yang 
mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi di satu sisi tetapi di sisi lain ada daerah yang tertinggal tingkat 
pembangunan ekonominya (Aliasuddin, 2002: 27). 
Daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah lain akan 
menghadapi beban perkotaan yang terus meningkat karena banyak penduduk dari pedesaan terus berpindah ke 
daerah tersebut. Kondisi ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah 
perkotaan tersebut. Daerah perkotaan secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 
karena sumberdaya yang potensial terus berpindah ke daerah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan 
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Aliasuddin, 2002: 27). 
Provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi yang terintegrasi di dalam negara Republik Indonesia, 
Pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa minyak dan gas (migas) selama semester I tahun 2010 mencapai 5,40 persen. 
Sedangkan dengan migas, pertumbuhan ekonomi relatif kecil, hanya 2,44 persen. Sementara, struktur ekonomi 
Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi kedua sektor 
tersebut mencapai angka hampir 45 persen dalam arti Pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas pada semester I 
tahun 2009 atas dasar harga berlaku Rp 27,81 triliun, dan pada semester I 2010 bertambah menjadi Rp 31,84 
triliun. Sementara atas dasar harga konstan 2000 pada semester I 2009 sebesar Rp 13,61 triliun, tumbuh 5,40 
persen pada semester I tahun 2010 menjadi Rp 14,35 triliun, Kondisi Ketenagakerjaan terus menunjukkan 
perbaikan. Menurut lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. 
Sementara menurut status pekerjaan utama, tenaga kerja didominasi oleh tenaga kerja berstatus buruh/ karyawan. 
Angka Kemiskinan terus membaik (BPS, 2011). 
Kesejahteraan masyarakat petani meningkat tipis.  Peningkatan kesejahteraan terutama terjadi pada 
kelompok petani tanaman perkebunan rakyat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh dengan migas atas 
dasar harga berlaku (ADHB) pada semester I tahun 2009 sebesar Rp 34,75 triliun, tumbuh menjadi Rp 37,84 




triliun pada semester I tahun 2010. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2000, pada semester I 
tahun 2009 mencapai Rp 16,07 triliun, tumbuh 2,44 persen menjadi Rp 16,46 persen pada semester I tahun 2010 
(BPS, 2011). 
Akan tetapi, dengan tingginya angka-angka tersebut tidaklah menjamin telah terjadinya kemajuan yang 
merata antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan perkembangan 
pembangunan yang sangat cepat, sementara yang lainnya sebaliknya menunjukkan perkembangan yang lambat. 
Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi dan sosial seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat 
pengangguran, kemiskinan dan tingkat pendidikan penduduk. Perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh faktor-
faktor seperti perbedaan sumberdaya dan letak geografis dari wilayah. Pertumbuhan ekonomi dilihat berdasarkan 
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga sangat bervariasi dimana pada tahun 2004 tingkat pertumbuhan 
Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah kabupaten Aceh Barat dengan tingkat pertumbuhan mencapai 8,35 persen 
dan Kabupaten/Kota yang tingkat pertumbuhannya paling rendah adalah kabupaten Aceh Tengah sebesar -38,85 
persen. Pada tahun 2005 tingkat pertumbuhan Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah Aceh Timur dengan tingkat 
pertumbuhan ekonominya mencapai 54,01 persen (termasuk miyak bumi dan Gas) dan kabupaten atau/Kota yang 
tingkat pertumbuhan ekonominya yang paling rendah yaitu Kabupaten Aceh Barat sebesar -13,14 persen. 
 Pada tahun 2006 tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kota Sabang dan Aceh tenggara 
mencapai 33,83 persen dan 33,5 persen dan kabupaten/kota yang tingkat pertumbuhanya paling rendah atau 
mengalami penurunan adalah kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil sebesar -39,32 persen dan -38,99 
persen. Pada tahun 2007 tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Aceh Barat 
mencapai 6,10 persen dan kabupaten yang tingkat pertumbuhan ekonominya yang paling rendah adalah 
Kabupaten Aceh Utara (termasuk minyak bumi dan Gas) turun sebesar -11,83 persen. 
 Sementara pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten aceh 
timur mencapai 10,47 persen (termasuk minyak bumi dan Gas) dan pertumbuhan yang paling rendah atau 
mengalami penurunan adalah Kota Lhokseumawe. Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh 
terhadap 23 Kabupaten/Kota tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 10,1 persen yaitu dari 40.374 menjadi 
36.288 milliar (pasca bencana tsunami). Pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 2,7 persen yaitu dari 
36.288 menjadi 36.854. pada tahu 2007 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh kembali mengalami penurunan 
sebesar -2.36 persen yaitu dari 36.854 menjadi 35.983 milliar. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi kembali 
mengalami penurunan sebesar -5.27 yaitu dari 35.983 menjadi 34.085 milliar, dan pada tahun 2009 petumbuhan 
ekonomi juga mengalami penurunan sebesar -547 persen yaitu dari 34.085 menjadi 32.221 milliar, dan 
selanjutnya pada tahun mengalami peningkatan sebesar 2,64 persen dari  Jadi 32.221 menjadi 33.071. 
Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir sebesar -1,78 persen.  
Namun apabila pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh terhadap 23 Kabupaten/Kota tidak memasukkan 
hasil minyak bumi dan Gas pertumbuhan selama lima tahun ini tumbuh secara positif. Ini mungkin karena 
menurunnya pendapatan dari hasil minyak bumi dan Gas. Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 
mencapai 1,2 persen yaitu dari 22.261 menjadi 22.532 milliar. Pada tahun 2006 terus mengalami peningkatan 
mencapai 7,7 persen yaitu dari 22.532 menjadi 24.268 milliar. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi kembali 
mengalami peningkatan sebesar 7,22 persen yaitu dari 24.268 menjadi 26.022 milliar. Pada tahun 2008 
pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat sebesar 1,8 persen yaitu dari 26.022 menjadi 26.511 milliar. Pada tahun 
2009 pertumbuhan ekonomi terus meningkat sebesar 4,01 persen yaitu dari 26.511 menjadi 27.576 milliar, dan 
terus meningkat pada tahun 2010 sebesar 5,3 persen yaitu dari 27.576 menjadi 29.042. Jadi tingkat pertumbuhan 
ekonomi rata-rata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama lima tahun terakhir mencapai 5,228 persen (Tidak 
termasuk minyak bumi dan Gas). 
Gambar.1.1 Indeks ketimpangan pendapatan perkapita provinsi aceh. 





Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dapat dlihat bgaimana kondii tingkat indeks keimpangan yang terjadi di 
provinsi Aceh. Dengan menggunakan indikator pendapatan perkapita kabupaten/kota di Provinsi Aceh 
menghasilkan indeks ketimpangan yang cukup tinggi, dan angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya bila 
dibandingkan dengan tahun dasar penelitian yaitu tahun 2000  dengan angka indeks ketimpangan 0,272 dan terus 
meningkat pada tahun berikutnya yaitu tahun 2001 dan 2002 dengan indeks ketimpang masing-masing 0,277 dan 
0, 304. Pada tahun 2003 mengalami perbaikan dengan menurunnya angka indeks ketimpangan 2,54, akan tetapi 
ditahun selanjutnya indeks ketimpangan kembali meningkat menjadi 0,294 pada tahun 2004. Pada tahun 2005 
pasca terjadinya bencana alam Tsunami sangat berpengaruh terhadap pendapatan perkapita yang dapat 
meningkatkan indeks ketimpangan menjadi 0,362. Pada tahun 2006 dengan indikator tersebut sedikit membaik 
menunjukkan ideks ketimpangannya pada kisaran 0,360 namun angka tersebut masih berada diangka yang tinggi 
dan juga tidak terus membaik, justru pada tahun selanjutnya 2007 sampai tahun 2012 angka indeks ketimpangan 
terus saja meningkat dengan masing-masing tahun 2007 0.405,tahun 2008 0.416, tahun 2009 0,416, tahun 2010 
0,432, tahun 2011 dengan angka indeks ketimpangan 0,437, dan tahun 2012 meningkat dengan angka indeks 
ketimpangan 0,440. 
Gambar 1.2. Indeks Ketimpangan Kabupaten/Kota tahun 2012. 
 
Indeks ketimpangan kabupaten/kota diprovinsi aceh masih cukup tinggi pada tahun 2012 (Gambar 1.2). 
Dimana terdapat 12 kabupaten dan 1 kota berada ditingakat indeks ketimpangan yang tinggi dan hanya 6 
kabupaten dan 4 kota yang kondisi ketimpangannya yang berada dibawah rata-rata. 
Perumusan Masalah 
1. Bagaimana tingkat ketimpangan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan ketimpangan perekonomian antar Kabupaten Kota di Provinsi 
Aceh. 
3. Strategi apakah yang dapat diaplikasikan guna menekan tingkat ketimpangan perekonomian Kabupaten/Kota 
di Provinsi Aceh. 
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Tujuan penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 
1. Besaran angka indeks ketimpangan perekonomian antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 
2. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan perekonomian antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 
 
METODE PENELITIAN 
Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini hanya mengkaji pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi antar 
kota/kabupaten yang dibatasi pada pengkajian variabel-variabel sosioekonomi, di mana wilayah yang 
dimaksudkan di sini mencakup 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penentuan semua kabupaten/kota tersebut 
didasarkan pada pertimbangan bahwa kabupaten/kota tersebut merupakan wilayah yang memberikan kontribusi 
yang besar di dalam pembangunan ekonomi Aceh dengan masa pembangunan yang sudah relatif lama, dan 
kabupaten/kota tersebut berada pada jalur wilayah tengah, pantai utara, timur, dan barat Aceh. 
Sumber dan Jenis Data 
Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data seri waktu (time series) 
selama periode 2002-2014, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh, 
Bappeda, dan instansi lain yang terkait. 
Model Analisis 
1. Indeks Williamson 
Di dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan dua model, yaitu analisis kuantitatif dan 









𝐼=1  (3.1) 
di mana :  Vw = Indeks Ketimpangan Williamson 
y1 = PDRB perkapita daerah i 
  𝑦 = PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah 
  pi = jumlah penduduk daerah i 
  p = jumlah penduduk seluruh daerah 
  Kelebihan indeks Williamson adalah mudah dan praktis dalam melihat disparitas. Sedangkan 
kelemahannya adalah Indeks Williamson bersifat agregat sehingga tidak diketahui daerah mana saja yang 
memberikan kontribusi terhadap disparitas. 
Seperti halnya Gini Koefisien, Indeks Williamson mempunyai nilai 0 dan 1. Indeks Williamson 0 berarti 
terjadi distribusi pemerataan sempurna dan 1 berarti ketimpangan sempurna. Sedangkan pola hubungan natara 
Indeks Williamson dan pertumbuhan ekonomi cenderung sama seperti yaitu terjadi trade-off dimana pada saat 
pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan (Indeks Williamson/CVw) juga tinggi. Ini artinya pada saat 
pertumbuhan ekonomi tinggi hanya terjadi pada wilayah tertentu saja tidak terdistribusi secara merata wilayah 
lainnya (Kuncoro, 2012: 256). 
 
2. Persamaan Regresi Linier 
 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan Kabupaten/kota di 
Provinsi Aceh maka akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (Multiple Regressions). 
Persamaan regresi linier berganda menurut Gujarati (2002) sebagai berikut: 
𝒀 =∝ +𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟑+ + 𝒆𝒊 
Dimana: 
 Y = Dependent Variable 
 α = Intercept 
 β = Koefisien Regresi 
 X = Independent Variable 
 Ei = Faktor Pengganggu. 




 Kemudian model tersebut diformulasikan kedalam model penelitian sebagai berikut: 
𝑰𝒌 = 𝒇(𝑷𝑫𝑹𝑩, 𝑺𝑫𝑴, 𝑺𝑫𝑨) 
Sehingga: 
𝑰𝒌 = 𝒂 + 𝒃𝟏𝑷𝑫𝑹𝑩 + 𝒃𝟐𝑺𝑫𝑴 + 𝒃𝟑𝑺𝑫𝑨 + 𝒆𝒊 
Dimana: 
Ik = Indeks Ketimpangan 
a =  intercept 
b1b2b3 = Koefisien regresi 
PDRB = Pendapatan Regional 
SDM = Sumber Daya Manusia 
SDA =Sumber Daya Alam 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Ketimpangan ekonomi 
Ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi mempunyai implikasi yang sangat serius bila tidak ditangani 
secara dini. Banyak persoalan sosial timbul akibat adanya ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi antar-
daerah. Untuk itu kajian tentang ketimpangan ini sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa 
yang akan datang. 
Untuk tahun 2002 (lihat tabel IV.2), angka koefisien ketimpangan sebesar 0,275 sedikit meningkat 
menjadi 0,277 pada tahun 2003 dan kembali meningkat pada tahun 2004 menjadi 0,304. Pada tahun 2005 kembali 
menurun menjadi 0,254 dan meningkat lagi di tahun 2006 menjadi 0,294. 
Tabel. 4.2. Indeks Williamson Terhadap PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2002 



















Sumber: Lampiran 4 (data diolah) 
Selanjutnya pada tahun 2007 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,362 dan terus meningkat pada 
tahun 2008 menjadi 0,360, pada tahun 2009 meningkat menjadi 0,402 dan terus meningkat menjadi 0,417 pada 
tahun 2010 dan pada tahun 2011 menurun menjadi 0,416 dan kembali meningkat pada tahun 2012 indeks 
ketimpangannya menjadi 0.432. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan selama ini semakin memperparah 
ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi antar kabupaten/kota di daerah ini. Dengan kata lain, daerah perkotaan 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan sedangkan daerah pedesaan mengalami peningkatan yang relatif 
rendah.  
Pengeluaran pemerintah (APBD) pada pariode tahun 2007-2014 juga berkontribusi dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan juga terjadinya ketimpangan, pada tahun 2007 indeks williamson menunjukkan 0,384 
dan meningkat menjadi 0,397 pada tahun 2008 selanjutnya tahun 2009 smakin meningkat menjadi 0,441 dan 
pada tahun 2010 menurun menjadi 0,416, selanjutnya pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 0,423 dan 
terus meningkat menjadi 0,430 pada tahun 2012. selanjutnya indeks ketimpangan pengeluaran pemerintah 




kembali menurun pada tahun 2013 dan 2014 dengan indeks ketimpangan masing-masing 0,425 dan 0,412 dan 
berada pada tingkat ketimpangan ekonomi wilayah yang tinggi atau sangat tidak merata. Hal ini menunjukkan 
bahwa pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ikut memberi andil 
dalam terjadinya ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh.  
Gambar 4.2. Koefisien Indeks ketimpangan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah (APBD) per kapita 
Kabupaten/Kota Periode Tahun 2007-2014 
 
 
Analisis Data dan Pembahasan 
1. Uji Asumsi Klasik 
Pengujian asumsi klasik dilakukan terhadap hasil regresi dari model yang digunakan. Pengujian ini diperlukan 
untuk mengetahui hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinieritas, 
gejala auto korelasi, dan heteroskedastisitas. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 
versi 20. 
Uji Multikolinieritas 
Multikolinieritas terjadi jika terdapat hubungan yang sempurna di antara beberapa variabel atau semua 
variabel independen dari model regresi. Pengujian asumsi klasik Multikolinieritas dilakukan dengan melihat 
nilai VIF (Variace Inflation Factor) kurang dari 10 dan nilai toleraninya diatas 0,1 atau 10% maka dapat 
disimpulkan dalam model bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Multikolinieritas (Ghozali, 2005; Gujarati, 
2003) 
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel bebas Tolerance VIF Keterangan 
Pendapatan 0,162 6,164 Bebas Multikol 
Angkatan Kerja 0,411 2,431 Bebas Multikol 
Pertanian 0,129 7,781 Bebas Multikol 
Sumber: Lampiran 2 Hasil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS 20 
Berdasarkan Tabel 4.5 diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen mempunyai 
nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransina diatas 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak ada 
hubungan linier yang sempurna antara variabel independen, maka tidak terdapat masalah multikolinieritas. 
Uji Autokorelasi 
Uji ini menjelaskan bahwa ada tidaknya korelasi diantara variabel diantara serangkaian pengamatan 
yang tersusun dalam tahapan uji Durbin Watson terhadap variabel dependen sebagai berikut (Gujarati, 2003): 
Kriteria pengujian: 
Deteksi Autokorelasi Positif: 
Jika d < dL maka terdapat autokorelasi positif, 
Jika d > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif, 
Jika dL < d < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. 
Deteksi Autokorelasi Negatif: 
Jika (4 - d) < dL maka terdapat autokorelasi negatif, 
Jika (4 - d) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif, 
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- Tingkat Kepercayaan α = 5% 
- Durbin Watson tabel: K=3, n=13, d = 1,583, maka: 
dl = 0,86124; du = 1,56212 
4 – d = 4 – 1,583 = 2,417 
Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan: 
Deteksi Autokorelasi Positif: 
Jika 1,583 < 0,86124 maka terdapat autokorelasi positif---> Salah 
Jika 1,583 > 1,56212 maka tidak terdapat autokorelasi positif ---> Benar 
Jika 0,86124 < 1,583 < 1,56212 maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan---> Salah 
Deteksi Autokorelasi Negatif: 
Jika 2,417 < 0,86124 maka terdapat autokorelasi negatif---> Salah  
Jika 2,417 > 1,56212 maka tidak terdapat autokorelasi negatif---> Benar 
Jika 0,86124 < 2,417 < 1,56212 maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan---> Salah 
Maka dari hasil analisis regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak terdapat 




Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual antar 
sesama pengamatan. Jika varian dan residual antar sesama pengamatan tetap maka disebut hemokedastisitas, dan 
jika sebaliknya maka disebut heterokedastisitas. 
Untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual antara satu 
pengamatan dengan pengamatan yang lain. Uji ini dilakukan dengan uji Glejser yang meregres terhadap 
variabel indepanden. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa semua nilai ßi tidak ada yang signifikan (taraf 
signifikan > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak ada masalah heterokedastisitas. 
 
2. Hasil Regresi 
Hasil output memberikan unstandardized beta Pendapatan (PDRB)  selama 13 tahun sebesar -0,045 dan 
signifikan pada 0,025 yang berarti bahwa Pendapatan perkapita (PDRB) Provinsi Aceh mempunyai dampak 
yang negatif dan signifikan terhadap Indeks Ketimpangan ekonomi (Ik). 
Untuk variabel angkatan kerja (SDM) hasil output memberikan unstandardized beta Sumber daya 
manusia (usia angkatan kerja) selama 13 tahun sebesar 0,064 dan secara parsial mempunyai dampak negatif 
dan tidak signifikan terhadap indeks ketimpangan pembangunan ekonomi dengan unstadardized betanya 0,064. 
Begitu juga dengan variabel sektor pertanian (SDA) secara parsial juga mempunyai dampak positif dan tidak 
signifikan terhadap indeks ketimpangan pembangunan dengan unstadardized betanya adalah 0,014 dan pada 
tingkat signifikan 0,698. Hal ini disebabkan oleh meratanya peranan variabel-variabel dalam analisis ini yang 
mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh terkecuali pada variabel pendapatan perkapita (PDRB) yang 
berpengaruh negative terhadap terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh.  
 Adapun Bentuk persamaan regresinya adalah:  
Ik = 0.517 - 0,045X1 + 0,64X2 + 0,014X3 +  ei 
Uji Koefisien Regresi 
R2 (Koefisien  Determinasi)  ini  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar kemampuan variabel  
independen  dalam  menjelaskan  secara  komprehensif  terhadap  variabel dependen. Nilai R2 (Koefisien 
Determinasi) mempunyai range antara 0-1. Semakin besar R2  mengindikasikan  semakin  besar  kemampuan  
variabel  independen  dalam  menjelaskan variabel dependen. 
Berdasarkan hasil regresi tersebut diperoleh R² (Koefisien determinasi) sebesar 0,877 artinya variael 
dependen (IK) dalam model yaitu ndeks ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Aceh dijelasan oleh variabel 
independen (X) yaitu PDRB sektor ekonomi (X1), angkatan kerja atau SDM (X2) dan pertaniana atau SDA (X3) 
sebesar 87,7 %, sedangkan sisanya sebesar 12,3% dijelaskan oleh faktorlain yang tidak dihpotesis atau variabel 
lain yang tidak dimasukkan dalam model. 




Nilai F-statistik sebesar 21.420 dengan nilai signifikan 0,000, oleh karena nilai signifikannya lebih kecil 
dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen seperti Pendapatan (PDRB), angkatan kerja 
(SDM), serta pertanian (SDA) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan perekonomian 
kabupaten/kota di Provinsi Aceh secara simultan. 
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Pada kejadian krisis ekonomi, banyak ahli dan praktisi ekonomi selalu diingatkan betapa rentannya perusahaan-
perusaahaan yang berskala besar. Kemudian para ahli tersebut akan mencari pelaku ekonomi yang dianggap tahan 
banting, mereka menyatakan fakta ketangguhan daya hidup usaha kecil mikro (UKM), usaha yang relatif mampu 
tetap bertahan, meskipun dukungan dari sektor perbankan belum dipergunakan secara maksimal. Kekuatan UKM 
sebagai sektor usaha yang tahan banting mampu adaptif terhadap perubahan-perubahan bahkan gejolak ekonomi. 
Masih banyaknya pelaku UKM yang belum menggunakan jasa perbankan karena alasan tidak adanya jaminan, 
namun ada pihak- pihak tertentu yang melayani sektor UKM dalam hal pemenuhan kebutuhan modal kerja atau 
modal usahanya. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha mikro 
khususnya kepada mahasiswa UPBJJ UT Denpasar sebanyak 45 pengusaha, bantuan ini sangat berarti dan 
diharapkan ada progress kemajuan pengembanagn dalam usaha mereka. 
 
Kata Kunci: Usaha kecil mikro – bantuan modal- kemajuan usaha  
Pendahuluan 
Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) mempunyai ketahanan terhadap resesi ekonomi global, karena 
UMKM secara langsung tidak terkait dengan perekonomian global. UMKM kebanyakan memproduksi barang 
kebutuhan sehari-hari daripada barang mewah, bersifat lokal dalam produksinya dan pemasarannya dan UMKM  
memiliki beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar seperti halnya inovasi yang mudah terjadi dalam 
pengembangan produk, seperti halnya observasi yang dilakukan penulis di daerah ubud Gianyar Bali dimana 
banyak barang-barang kerajinan dari kayu yang model dan bahannya   cepat sekali berubah.    
